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A. Tinjauan Umum Hukum Pengangkutan Udara  
1. Pengertian Hukum Pengangkutan 
Transportasi yang diartikan sebagai pengangkutan selalu 
berhubungan dengan kegiatan pengangkutan serta alat angkutannya. 
Transportasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu transportation yang 
berarti pengangkutan atau kendaraan13. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, transportasi diartikan sebagai pengangkutan barang oleh 
berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi14, sementara 
pengangkutan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengangkut15 dan 
kendaraan diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau 
dinaiki (seperti kuda, kereta, mobil)16.  
Kata transportation diartikan oleh Black Law Dictionary sebagai the 
removal of goods or persons from one place to another, by a carrier17, 
dimana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perpindahan barang atau 
orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. 
Pengangkutan adalah memindahkan barang atau commodity of goods dan 
penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga pengangkut 
                                                             
13 Kamus english, http://www.kamus.net/english/transportation diakses Tanggal 19 Agustus 2018 
14KBBI Daring, http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transportasidiakses Tanggal 19 Agustus 2018 
15KBBI Daring, http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengangkutan diakses Tanggal 19 Agustus 2018 
16KBBI Daring, http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendaraan diakses Tanggal 19 Agustus 2018 
17The Law Dictionary, http://thelawdictionary.org/transportationdiakses Tanggal 19 Agustus 2018 
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menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang 
membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barangbarangnya18. 
Sedangkan pengangkutan menurut UU No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 
1 angka 3 yang menegaskan bahwa : “Angkutan adalah perpindahan orang 
dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 
kendaraan di ruang lalu lintas jalan.” Dalam Pasal 521 Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang yang merumuskan bahwa :“Pengangkut adalah 
orang yang mengikatkan diri, baik dengan perjanjian pencarteran menurut 
waktu atau menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain untuk 
menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) seluruhnya atau 
sebagian lewat laut.” Menurut pendapat R. Soekardono, pengangkutan pada 
pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda 
maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk 
mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi19. 
Dari pengertian di atas akan dapat dipahami bahwa fungsi 
pengangkutan adalah memindahkan objek yang diangkut sedangkan tujuan 
dari pada pengangkutan adalah meningkatkan nilai dan daya guna sesuatu 
yang dipindahkan, dengan demikian dapat dikatakan tujuan yang 
dimaksudkan adalah tujuan yang bersifat ekonomis20. Andai kata sesuatu 
yang dipindahkan itu nilainya tidak meningkat atau nilai daya guna dari 
                                                             
18Soegijatna Tjakranegara, 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, PT. Rineka 
Cipta, Jakarta, hal., 1 
19 R. Soekardono, 1981, Hukum Dagang Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, hal., 5 
20 H.M.N Purwosutjipto, 1981, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum 
Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, hal., 2. 
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objek tersebut maka tidak perlu pengangkutan itu diadakan. Berdasarkan 
pengertian di atas, kata transportasi (transportation) memiliki kesamaan 
dengan pengertian kata pengangkutan yaitu pengangkutan barang dan orang 
oleh berbagai jenis kendaraan dari suatu tempat ke tempat lainnya sesuai 
dengan kemajuan teknologi. Pengertian pengangkutan di masa yang akan 
datang mungkin akan mengalami banyak perkembangan akibat kemajuan 
teknologi. 
2.  Pengertian Hukum Pengangkutan Udara  
Kemajuan pengangkutan adalah sebagai akibat kebutuhan manusia 
untuk bepergian ke lokasi atau tempat yang lain guna mencari barang yang 
dibutuhkan atau melakukan aktivitas, dan mengirim barang ke tempat lain 
yang membutuhkan suatu barang. Pengangkutan merupakan salah satu 
kunci perkembangan pembangunan dan masyarakat. Pengangkutan berasal 
dari kata angkut yang berarti mengangkat dan membawa, memuat atau 
mengirimkan. Sedangkan pengangkutan dapat disimpulkan sebagai suatu 
proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain21. 
Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari 
tempat asal ke tempat tujuan22. Pengangkutan didefinisikan sebagai 
perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena 
perpindahan itu mutlak dibutuhkan dalam rangka mencapai dan 
                                                             
21Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketujuh, 
Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm 45. 
22Ridwan Khairandy et. al., Pengantar Hukum Dagang Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, Jilid 
1, 1999), hlm 195. 
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meninggikan manfaat serta efisien23.  Pengangkutan berisikan perpindahan 
tempat baik mengenai benda- benda maupun mengenai orang-orang, karena 
perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat 
serta efisien. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari 
tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana 
angkutan itu diakhiri24 
Definisi lain tentang pengangkutan “Pengangkutan meliputi tiga 
dimensi pokok yaitu: Pengangkutan sebagai usaha (business); 
Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement); dan pengangkutan sebagai 
proses (process).25 Definisi pengangkutan sebagai “Kegiatan pemindahan 
orang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan 
darat, angkutan perairan maupun angkutan udara dengan menggunakan alat 
angkutan.26 Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai 
benda-benda maupun orangorang, karena perpindahan itu mutlak 
diperlukan untuk mencapai dan meninggikan maanfaat serta efisien27 
Pengangkutan didefinisikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari 
tempat asal menuju tempat tujuannya. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses 
pengangkutan tersebut merupakan gerakan dari tempat asal, dimana 
                                                             
23Sinta Uli, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan 
Darat dan Angkutan Udara, (Medan: USU Press, 2006), hlm 20 
24R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm 5 
25Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), 
hlm 12 
26.Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut (Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2005), hlm 4. 




kegiatan angkutan itu dimulai, ke tempat tujuan, dan ke mana kegiatan 
pengangkutan diakhiri28 
Menurut hukum atau secara yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu 
perjanjian timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak yang 
diangkut atau pemilik barang atau pengirim, dengan memungut biaya 
pengangkutan. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan 
dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan 
dimana angkutan itu diakhiri29.  
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan pengangkutan merupakan 
perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana 
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan 
barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan 
selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang 
angkutan. Bertujuan untuk meninggikan manfaat atas barang-barang 
tersebut dan juga efisien bagi orang-orang yang dapat diselenggarakan 
melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara. 
Peranan pengangkutan mencakup bidang yang luas di dalam kehidupan 
manusia yang meliputi atas berbagai aspek, seperti yang akan diuraikan 
berikut ini30 
a. Aspek sosial dan budaya. Dampak sosial dari transportasi dirasakan 
pada peningkatan standar hidup. Transportasi menekan biaya dan 
                                                             
28M.N. Nasution, Manajemen Transportasi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm 3 
29Muchtarudin Siregar, Beberapa Masalah Ekonomi dan Managemen Pengangkutan (Jakarta: 
Lembaga penerbitan FE UI, 1981), hlm 5 
30MN. Nasution, op. cit., hlm 4-7 
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memper besar kuantitas keaneka ragaman barang sehingga terbuka 
kemungkinan adanya perbaikan dalam perumahan, sandang, dan 
pangan, serta rekreasi. Dampak lain adalah terbukanya 
kemungkinan keseragaman dalam gaya hidup, kebiasaan, dan 
bahasa. Dalam bidang budaya dengan adanya pengangkutan di 
antara bangsa atau suku bangsa yang berbeda kebudayaan akan 
membuat mereka saling mengenal dan menghormati di antara 
masing-masing budaya yang berbeda tersebut. 
b. Aspek politis dan pertahanan. Di negara maju maupun berkembang 
transportasi memiliki dua. Keuntungan politis, yaitu seperti 
transportasi dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional 
dan transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan 
keamanan yang harus selalu tersedia.  
c. Aspek hukum. Di dalam pengoperasian dan pemilikan alat angkutan 
diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban, dan 
tanggung jawab serta perasuransian apabila terjadi kecelakaan lalu 
lintas, juga terhadap penerbangan luar negeri yang melewati batas 
wilayah suatu negara, diatur di dalam suatu perjanjian antar negara. 
d. Aspek teknik. Hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan 
pengoperasian alat transportasi adalah menyangkut aspek teknis 




e. Aspek ekonomi . Peran pengangkutan tidak hanya untuk 
melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, pengangkutan juga 
membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi 
secara optimal. Untuk itu, jasa angkutan harus cukup tersedia secara 
merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengenai fungsi 
pengangkutan adalah sangat penting sekali dalam kehidupan 
bermasyarakat, terutama dalam dunia perdagangan, mengingat 
kegiatan pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan 
barang dari produsen ke agen/grosir dan selanjutnya sampai ke 
konsumen dalam hal angkutan barang.  
Selain itu pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang 
dan perangsang pembangunan dan pemberi jasa. Sedangkan untuk 
pengangkutan penumpang (orang), maka kegiatan pengangkutan 
berfungsi untuk memindahkan penumpang (orang) dari satu tempat 
ke tenpat lain yang menjadi tujuannya. Dengan jasa kegiatan 
pengangkutan tersebutlah barang dan atau penumpang dapat 
berpindah dari tempat asal ke tempat tujuan31. Menurut HMN 
Purwosutjipto, fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang 
atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud 
untuk meningkatkan daya guna dan nilai32.  
                                                             
31Hasim Purba, op. cit., hlm 5 
32HMN. Purwosutjipto, op. cit., hlm 1 
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Salah satu yang menjadi sasaran fungsi pengangkutan itu 
adalah dengan dilakukannya kegiatan pengangkutan itu maka 
barang atau benda yang diangkut itu akan meningkat daya guna 
maupun nilai ekonomisnya. Sedangkan untuk pengangkutan 
penumpang (orang), maka kegiatan pengangkutan juga akan 
membawa fungsi bagi penumpang sebagai pengguna jasa angkutan. 
Artinya dengan dukungan jasa angkutan tersebut penumpang dapat 
sampai ke tempat yang dituju untuk selanjutnya melakukan kegiatan 
yang ia maksudkan. Sehingga dapat dilihat bahwa kegiatan 
pengangkutan itu mempunyai fungsi bukan hanya dalam kegiatan 
perdagangan saja, tetapi juga mendukung di segala bidang 
kehidupan masyarakat. 
Berkaitan dengan fungsi pengangkutan, selanjutnya Abdulkadir 
Muhammad menjelaskan bahwa pengangkutan merupakan bidang kegiatan 
yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan vital karena 
didasari oleh berbagai faktor seperti33: 
a. Keadaan Geografis Indonesia, yaitu berupa daratan yang terdiri dari 
beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari 
sebagian besar laut dan sungai serta danau yang memungkinkan 
pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna 
menjangkau seluruh wilayah negara. Kondisi angkutan tiga jalur 
                                                             
33Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm 7-8 
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tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat pengangkut 
modern yang digerakkan secara mekanik. 
b. Untuk menunjang pembangungan berbagai sektor. Kemajuan dan 
kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangungan 
berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan 
pembangunan dan distribusi hasil pembangunan berbagai sektor ke 
seluruh pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, 
pariwisata, pendidikan. 
c. Mendekatkan jarak antara desa dan kota. Lancarnya pengangkutan 
berarti mendekatkan jarak antara desa dan kota dan ini akan memberi 
dampak bahwa untuk bekerja ke kota tidak harus pindah ke kota, 
mereka yang tinggal di kota tidak perlu khawatir dipekerjakan di daerah 
luar kota, informasi timbal-balik yang cepat antara desa dan kota. Pola 
hidup di daerah pedesaan cenderung mengikuti pola hidup di daerah 
perkotaan. Tingkat berpikir dan ingin maju warga desa dapat tumbuh 
lebih cepat.  
d. Untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan di bidang 
pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan di bidang ilmu 
dan teknologi pengangkutan modern, sarana dan prasarana angkutan 
modern, dan hukum pengangkutan modern terutama perkereta apian, 
perkapalan, pesawat udara dan sumber daya manusianya. 
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Pengangkutan pada dasarnya mempunyai dua nilai kegunaan, 
yaitu34: 
a. Kegunaan Tempat (Place Utility). Menimbulkan nilai dari suatu barang 
tertentu karena dapat dipindahkan itu, dari tempat di mana barang yang 
berlebihan kurang diperlukan di suatu tempat, di mana barang itu sangat 
dibutuhkan di tempat lain karena langka. Dalam arti perkataan lain, 
bahwa di daerah mana barang dihasilkan dalam jumlah yang 
berkelebihan nilainya akan turun, dibandingkan jika di suatu tempat 
barang tersebut sangat sukar didapatnya. Tetapi dengan dipindahkan, 
dikirimkan barang tersebut ataudiangkut ke daerah lain maka harga 
kebutuhan dapat disamaratakan. 
b. Kegunaan Waktu (Time Utility). Menimbulkan sebab karena barang- 
barang dapat diangkut atau dikirim dari satu tempat ke tempat lain atau 
dari part or origin diangkut ke tempat tertentu dimana benda atau barang 
sangat dibutuhkan menurut keadaan, waktu, dan kebutuhan. Jika kita 
tinjau hal tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengangkut memegang peranan penting dalam mewujudkan ekonomi 
dan perdagangan sebagai sarana pokok penunjang yang menimbulkan 
eksternal ekonomi di sektor-sektor perdagangan industri dan pertanian.  
Angkutan udara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1995 adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat untuk 
                                                             
34Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang (Jakarta: Rineka Cipta, 
1995), hlm 1- 2. 
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mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih 
dari satu bandara ke bandara yang lain atau beberapa bandara35. Angkutan 
Udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk 
mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau 
lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar 
udara36.Peristiwa pengangkutan pun tidak terlepas dari seperangkat 
peraturan yang mengaturnya yang dapat dikatakan sebagai hukum 
pengangkutan. Berbicara mengenaihukum pengangkutan maka tidak 
terlepas dari pengertian hukum pengangkutan itu sendiri. Sution Usman 
Adji mengatakan hukum pengangkutan tidak lain adalah sebuah perjanjian 
timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk 
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tempat tujuan 
tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima; pengirim atau 
penerima; penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya 
tertentu untuk pengangkutan tersebut37 
Definisi tentang hukum pengangkutan niaga yaitu keseluruhan 
aturan hukum yang mengatur tentang pengangkutan niaga. Hukum 
pengangkutan adalah keseluruhan peraturan baik yang bersifat publik 
maupun yang bersifat perdata (private) yang mengatur segala sesuatu yang 
berkaitan dengan kegiatan pengangkutan38.  Dapat ditarik sebuah 
                                                             
35Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1995 tentang Angkutan Udara 
36Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, op. cit., pasal 1 ayat (13). 
37Sution Usman Adji, op. cit., hlm 38. 
38Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm 1 
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kesimpulan bahwa hukum pengangkutan udara adalah keseluruhan 
peraturan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan 
pengangkutan udara. 
 
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen Penumpang Pesawat Terbang 
1. Pengertian Pelindungan Konsumen 
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen39. 
Berdasarkan pengertian menurut UUPK tersebut di atas maka dapat 
dijabarkan bahwa tindakan–tindakan yang bertujuan untuk memberi 
kepastian kepada konsumen merupakan upaya dalam rangka melindungi 
konsumen. Kepastian yang dimaksud di dalam UUPK mencakup berbagai 
aspek baik terkait dengan subjek di dalam perjanjian juga terkait dengan 
objek yang diperjualbelikan. UUPK dibentuk dengan tujuan untuk 
memberikan perlindungan kepada konsumen, namun tidak menutup 
kemungkinan juga memberikan perindungan terhadap para pelaku usaha. 
Konsumen atau pembeli merupakan salah satu subjek dari perjanjian jual 
beli40.  
                                                             
39Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, TLN Nomor 
3821, Pasal 1 angka (1) 
40Janus Sidabolok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2010), hlm. 45. 
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Konsumen merupakan salah satu aspek yang penting di dalam 
proses perdagangan, sehingga hak–haknya harus dilindungi oleh hukum. 
UUPK meskipun merupakan sebuah peraturan perundang–undangan yang 
bertujuan untuk melindungi para konsumen namun tidak hanya fokus 
kepada konsumen melainkan juga para pelaku usaha. Pasal 1 angka 2 UUPK 
mengartikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan. Pasal 2 UUPK mengatur tentang penjabaran masing-
masing asas, yang dimiliki oleh konsumen yaitu : 1) Asas Manfaat 
dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 
sebeasar–besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 
keseluruhan.  
Asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dikelompokkan 
ke dalam asas manfaat oleh karena keamanan dan keselamatan konsumen 
itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan 
yang diberikan kepada konsumen disamping kepentingan pelaku usaha 
secara keseluruhan. 2) Asas Keadilan yang di dalamnya meliputi asas 
keseimbangan. Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas 
keadilan mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah keadilan 




Asas Kepastian Hukum yang dimaksudkan untuk memberikan 
kepastian hukum bagi para konsumen agar tercapai kesejahteraannya dalam 
hidup di Indonesia yang merupakan negara hukum. Hak Konsumen diatur 
di dalam Pasal 4 UUPK yang merumuskan hak konsumen sebagai berikut 
41: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi. 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif. 
                                                             
41Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, TLN 
Nomor 3821, Pasal 1 angka (1) 
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h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya. 
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundangundangan lainnya. UUPK mengatur hal–hal yang pada dasarnya 
bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian bagi para konsumen agar 
merasa tetap terlindungi. Berikut merupakan hal penting dan mendasar yang 
diatur oleh UUPK : 1) Hak dan Kewajiban Konsumen 2) Hak dan 
Kewajiban Pelaku Usaha 3) Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 4) 
Ketentuan Pencantuman Klausula Baku 5) Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
6) Penyelesaian Sengketa  
2. Perlindungan Penumpang Pesawat Terbang 
Pada umumya masalah yang sering dialami oleh para penumpang 
pesawat terbang yakni berkaitan dengan penerbangan yang tidak sesuai 
dengan jadwal penerbangan ataupun bagasi yang hilang atau tertinggal. 
Penumpang yang dimaksud dalam perlindungan konsumen pesawat terbang 
diartikan secara resmi di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Mentri 
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang 
Penanganan Keterlambatan Penerbangan (delay 
management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di 
Indonesia (Perma 89 Tahun 2015) yang menyatakan bahwa 
penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan udara dan 
namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas 
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diri yang sah dan memiliki pas masuk pesawat (boarding 
pass). Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 
Tahun 2011 tentang tanggungjawab penganggukutan udara menyatakan 
bahwa keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu 
keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu 
keberangkatan atau kedatangan. 
Peraturan menteri ini juga memberikan pengertian terhadap 
angkutan udara di dalam Pasal 1 angka 1 yang mengartikan bahwa angkutan 
udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk 
mengangkut penumpang kargi dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih 
dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar 
udara. Pasal 2 Perma 89 Tahun 2015 menyatakan bahwa keterlambatan 
penerbangan pada badan usaha angkutan niaga berjadwal terdiri dari : 1) 
Keterlambatan penerbangan (flight delayed) 2) Tidak terangkutnya 
penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding 
passanger) dan 3) Pembatalan penerbangan (cancelation of flight) 
Keterlambatan penerbangan dihitung berdasarkan perbedaan waktu antara 
waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi 
waktu keberangkatan atau kedatangan yaitu pada saat pesawat block off 
meninggalknan tempat parkir pesawat (apron) atau pada saat pesawat block 
on dan parkir di apron bandara tujuan.  
Keterlambatan Penerbangan kemudian dikelompokkan menjadi 6 
kategori keterlambatan dengan konsekuensinya masing–masing. Berikut 
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merupakan pembagian kategori keterlambatan beserta dengan kompensasi 
yang harus diberikan oleh pihak maskapai atas keterlambatan tersebut : 1) 
Kategori 1, keterlambatan 30 menit sampai dengan 60 menit memberikan 
kompensasi berupa minuman ringan; 2) Kategori 2, keterlambatan 61 menit 
sampai dengan 120 menit memberikan komensasi berupa minuman dan 
makanan ringan (snack box); 3) Kategori 3, keterlambatan 121 menit sampai 
dengan 180 menit memberikan kompensasi berupa minuman dan makanan 
berat (heavy meal); 4) Kategori 4, keterlambatan 181 menit sampai dengan 
240 menit memberikan kompensasi berupa minuman, makanan 
ringan(snack box), makanan berat (heavy meal) 5) Kategori 5, 
keterlambatan lebih dari 240 menit mendapatkan kompensasi berupa ganti 
kerugian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 6) Kategori 6, 
pembatalan penerbangan mendapatkan kompensasi berupa pengalihan 
penerbangan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya 
tiket (refund ticket) 7) Bagi keterlambatan dalam kategori 2 sampai dengan 
5, maka penumpang dapat dialihkan ke penerbangan berikutnya atau 
mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket) 
Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 
Tahun 2011 tentang tanggungjawab penganggukutan udara menyatakan 
jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebagai berikut 
a. Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar 
Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang; 
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b. diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari 
ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain 
yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (re-
routing), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan 
lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan 
apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara; 
c.  dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan 
milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari 
biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (up grading 
class) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, 
maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari 
tiket yang dibeli. 
Penumpang pesawat terbang mendapat perlindungan sebagai 
konsumen tidak hanya pada saat timbulnya kerugian karena penerbangan 
pesawat tidak sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. Penumpang 
pesawat juga dilindungai dengan memperoleh hak untuk memperoleh 
informasi keterlambatan seperti yang diugkapkan di dalam Pasal 7 ayat (3) 
Perma No 89 Tahun 2015 yang mewajibkan badan usaha angkutan udara 
untuk menyampaikan informasi keterlambatan penerbangan, melalui 
petugas yang berada di ruang tunggu bandar udara yang ditunjuk secara 
khusus untuk menjelaskan atau memberik keterangan kepada penumpang. 
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Informasi yang harus diberikan kepada penumpang apabia terjadi 
keterlambatan penerbangan maka meliputi 42: 
a. Adanya informasi yang benar dan jelas mengenai alasan keterlambatan 
penerbangan dan kepastian keberangkatan yang disampaikan kepada 
penumpang secara langsung melalui telepon atau pesan layanan 
singkat, atau melalui media pengumuman, selambat–lambatnya 45 
(empat puluh lima) menit sebelum jadwal keberangkatan atau sejak 
pertama kali diketahui adanya keterlambatan; 
b. Adanya informasi yang benar dan jelas mengenai pembatalan 
penerbangan dan kepastian keberangkatan yang disampaikan kepada 
penumpang secara langsung melalui telepon atau pesan 
19 layanan singkat atau melalui media pengumuman, paling lambat 7 
(tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan penerbangan; 
c. Dalam hal keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh faktor 
cuaca, informasi dapat disampaikan kepada penumpang sejak diketahui 
adanya gangguan cuaca; dan adanya informasi yang benar dan jelas 
mengenai perubahan jadwal penerbangan (reschedule) yang 
disampaikan kepada penumpang secara langsung melalui telepon atau 
pesan layanan singkat, atau melalui media pengumuman, paling lambat 
24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan penerbangan. 
Di dalam Penjelasan Pasal 146 UU Penerbangan dijelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan "faktor cuaca" adalah hujan lebat, petir, badai, 
                                                             
42Pasal 7 ayat (3) Perma No 89 Tahun 2015 
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kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin 
yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan 
penerbangan. Adapun, yang dimaksud dengan "teknis operasional" antara 
lain: 
a.    Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan 
operasional pesawat udara; 
b.    Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya 
misalnya retak, banjir, ataukebakaran 
c.  Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (take off), mendarat 
(landing), atau alokasi waktu keberangkatan (departure slot time) di 
bandar udara atau 
d.    Keterlambatan pengisian bahan bakar (refuelling) 
Sedangkan, yang tidak termasuk dengan "teknis operasional" antara lain: 
a.    keterlambatan pilot, co pilot, dan awak kabin 
b.    keterlambatan jasa boga (catering) 
c.    keterlambatan penanganan di darat 
d.    menunggu penumpang, baik yang baru melapor (check in), pindah 
pesawat (transfer) atau penerbangan lanjutan (connecting flight) dan 
e.    ketidaksiapan pesawat udara 
Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) 
Permenhub 77/2011 yaitu“Keterlambatan angkutan udara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari43: 
                                                             
43Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Permenhub 77/2011 Pasal 2 huruf e 
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a. Keterlambatan penerbangan (flight delayed) 
b. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara 
(denied boarding passanger) dan 
c. Pembatalan penerbangan (cancelation of flight)” 
C.  Perjanjian Pengangkutan 
1. Terjadinya Perjanjian 
Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara 
dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamya terdapat hak 
dan kewajiban masingmasing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan, 
perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua 
pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari 
undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan 
perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak44. 
Sedangkan menurut Poerwosutjipto mengatakan bahwa 
pengangkutan adalah perjanjian timbalbalik antara pengangkut dengan 
pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 
pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu 
dengan selamat,sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar 
uang angkutan45. Untuk itu perjanjian pengangkutan ialah suatu perjanjian 
                                                             
44Suharnoko, Hukum Perjanjian,Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 117 




dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau 
barang dari satu ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi 
akan membayar ongkosnya46. 
2. Hak dan Kewajiban Penumpang dan Pengangkut 
Hak dan kewajiban berdasarkan UUPK, yaitu antara lain :  
1) Hak Konsumen (Penumpang)47 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
                                                             
46R.Subekti,1995, Aneka Perjanjian.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, h.69 
47R.I., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Perlindungan Konsumen”, Pasal 4 
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h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan 
lainnya. 
2) Kewajiban Konsumen (Penumpang)48 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan; 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
 
D. Hasil Penelitian Terdahulu 
Hasil penelitian Meintari Purnama Sari (2013) dengan judul 
Perlindungan hokum atas kerugian kerusakan dan/atau kehilangan barang 
penumpang yang ditempatkan dalam bagasi pesawat udara berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa konsumen yang merasa kuantitas atau kualitas barang 
atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, 
                                                             
48R.I., Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang “Perlindungan Konsumen”, Pasal 5 
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maka konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Prosedur 
penuntutan klaim ganti rugi yang diajukan penumpang pesawat udara yang 
mengalami kerugian kerusakan dan/atau kehilangan barang bagasi kiranya 
dapat dipermudah sehingga menciptakan proses penyelesaian klaim yang 
cepat, mudah, dan memuaskan. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam 
penyelesaian penuntutan ganti rugi kiranya menjadi pembelajaran bagi 
pemerintah supaya lebih peka kepada penumpang pesawat udara terhadap 
aturan yang diberlakukan dalam masyarat baik yang dibuat oleh pemerinah 
maupun yang tercantum dalam klausula baku pada tiket dan memberikan 
sosialisasi mengenai aturan pemerintah yang berlaku saat ini dengan tujuan 
supaya masyarakat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya dalam 
memanfaatkan jasa transportasi udara yang ditawarkan oleh badan usaha 
angkutan udara niaga berjadwal. 
Penelitian yang dilakukan oleh Rando Pohajouw (2016) Dengan Judul 
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Menurut Undang-
undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.  Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dalam upaya perlindungan hokum saat mengalami 
kerugian pada kegiatan transportasi udarak hususnya transportasi udara niaga, 
harus kita ketahui dulu bentuk-bentuk kerugian yang dapat dialami dalam 
kegiatan penerbangan yaitu keterlambatan, kehilangan dan kecelakaan baik 
yang menyebabkan luka luka sampai kematian. Dengan meninjau bentuk-
bentuk kerugian tersebut, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan 
sehubungan dengan pencegahan dan perlindungan konsumen bahkan semua 
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pihak yang terlibat dalam transportasi udara, yaitu aspek keselamatan 
penerbangan, aspek kemanan penerbangan, aspek kenyamanan selama 
penerbangan, aspek pelayanan, aspek penentuan tariff atau ongkos 
penerbangan, aspek perjanjian angkutan udara, aspek pengajuan klaim dan 
aspek perlindungan melalui asuransi. 
Vinna Vanindia (2012) dengan judul Perlindungan Hukum Bagi 
Penumpang Angkutan Udara ( Studi Kasus pada PT. Garuda Indonesia) Hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hokum bagi angkutan udara 
merupakan tanggungjawab dari PT. Garuda Indonesia sebagai pengangkut 
kepada penumpang. Pengamgkut bertanggungjawab atas kerugian penumpang 
yang meninggal dunia, cacat tetap, luka-luka yang diakibatkan kejadian 
angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik-turun pesawat udara. Hal inilah 
yang menjadi masalah apabila pengangkut dalam hal ini adalah PT. Garuda 
Indonesia tidak melaksanakan kewajibanya bila mengalami kesalahan 
operasional penerbangan. 
